












Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan sebuah fenomena menarik yang terjadi di masyarakatdan sudah menjadi isu global. Munculnya berbagai persoalan kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi dan umumnya menimpa kaum perempuan. Hal ini menunjukkan masih terbentangnya jurang yang lebar bagi kaum perempuan untuk meraih hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Permasalahan yang diambil pada penulisan hukum ini adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak kekerasan dalam hukum pidana positif Indonesia dan bagaimana analisa yuridis tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang menggunakan deskriptif analistis. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Buku-buku refrensi, makalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. 
Hasil pembahasan menunjukkan salah satu aturan yang dapat melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah hukum pidana dengan seperangkat alat penegak hukumnya yang masing-masing bekerja secara terintegrasi. Tetapi kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat bahwa hukum belum dapat melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga karena sarat dengan nilai patriarkal sehingga menciptakan struktur hukum yang tidak berkeadilan gender.
Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan mampu menutupi kekurangan yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP.
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